WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR (7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan
PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota
memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan
NonPerizinan yang menjadi urusan pemerintah
kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota;

b. bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota sehingga perlu perubahan Peraturan
Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

c. bahwa berberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
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Mengingat

Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 9);

11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020
Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKANBARU NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
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Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal IT

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 2G Janvarl 207
& ALIKOTA PEKANBARU,
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Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 26  Janvoct 202\
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JLMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 17
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL © 2% danuaci 20zl

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN LOKASIL.
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH.

IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN RUANG MILIK
JALAN.

IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK).

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA PERDAGANGAN.
SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN KIOS/LOS.

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW).

IZIN SUB PENYALUR LPG 3 Kg.

. PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN TANDA DAFTAR GUDANG

(TDG).
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI).

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PERLUASAN USAHA
INDUSTRI.

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA KAWASAN
INDUSTRI (IUKI).

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD).

TANDA DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI PEMADAM KEBAKARAN.
PENDAFTARAN USAHA PERKEBUNAN.

SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA PERKEBUNAN (STD-B).

IZIN USAHA PERKEBUNAN.

IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN PELIHARAAN.
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.

TANDA DAFTAR SEBAGAI PRODUSEN/PENGEDAR BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA.

TANDA PENCATATAN USAHA PERIKANAN.

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET.

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN TANDA DAFTAR USAHA

PARIWISATA.
¢
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SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIK PEREKAM MEDIS).
SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM).
SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG).

SURTA IZIN TUKANG GIGL

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP).

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGL

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS.

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP.

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS.

SURAT IZIN PRAKTIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN.

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS.

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG.

IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA.
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.

IZIN BURSA KERJA KHUSUS.

IZIN LINGKUNGAN.

[ZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL.

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

IZIN TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN (TPM) LAIK HYGIENIS.

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN.

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

IZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS.

IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT.

IZIN OPERASIONAL KLINIK.

IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS.

IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG
PEMBAWA PENYAKIT.

SURAT IZIN APOTEK.
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KLINIK DAN UNIT PELAYANAN

HEMODIALISA.
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IZIN OPTIKAL.
IZIN LABORATORIUM OPTIK.
IZIN USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL.

SURAT TERDAFTAR PENGOBATAN TRADISIONAL (STPT).

SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISONAL (SIPT).
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA).

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK).

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR).
IZIN TOKO OBAT.

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

(SIP-ATLM).

SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN.
SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS.

SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS.

SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS.

SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS (SIKOT).
SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS ( SIPOT).

SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD).

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW).
SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA (SIKTW).
SURAT IZIN TOKO ALAT KESEHATAN.

IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT).

KESEHATAN DAN

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (SIPTKT).

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPGz).

SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKGz).

SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA).
LAIK HYGIENE DEPOT AIR MINUM (DAM).

SURAT IZIN PRAKTIK ORTOSIS PROSTETIS (SIPOP).
SURAT IZIN KERJA ORTOSIS PROSTESIS(SIKOP).
SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS).
SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E).
SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK).
SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM).
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91. IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM.
92. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM.

93. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN
PINJAM.

94. IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM.
95. SURAT IZIN RADIOLOGI.

96. SURAT IZIN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS).

97. SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET) AMBULATORI.

98. SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET) KLINIK HEWAN.

99. SURAT IZIN VETERINER (SIVET) RUMAH SAKIT HEWAN.
100.SURAT IZIN DEPO ATAU PETSHOP OBAT HEWAN.
101.SURAT IZIN TOKO OBAT HEWAN.

102.PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PERLUASAN USAHA
KAWASAN INDUSTRI (PERLUASAN IUKI).

103.SURAT IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).
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